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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan negara hukum (rechtstaat) sebagaimana ditegaskan 

dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara 

hukum”.1 Konsep negara hukum ini mengandung makna bahwa dalam 

penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, segala tindakan 

pemerintah maupun warga negara harus berlandaskan pada hukum yang 

berlaku, bukan berdasarkan kekuasaan semata. Dalam negara hukum, hukum 

harus menjamin tiga pilar fundamental yaitu keadilan (justice), kepastian 

(certainty), dan kemanfaatan (utility), di mana ketiga nilai tersebut harus 

berjalan secara seimbang dalam setiap produk dan pelaksanaan hokum. Hal ini 

sejalan dengan pernyataan Gustav Radbruch dalam Leawoods (2000) yang 

menyatakan bahwa hukum, sebagai seperangkat aturan kompleks untuk hidup 

berdampingan, harus ada guna memberikan manfaat hukum, keadilan, dan 

kepastian.2  

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 

berkedudukan sebagai supreme law of the land atau hukum tertinggi yang 

menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Sebagai konstitusi tertulis 

UUD 1945 mengimplementasikan suatu gagasan konstitusionalisme yang pada 

pokoknya menyatakan bahwa negara sebagai suatu organisasi kekuasaan harus 

dibatasi dalam menjalankan kekuasaannya supaya tidak terjadi 

kesewenangwenangan (arbitrary) oleh negara terhadap rakyat.3 Kemudian 

dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam 

 
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 24 Undang-Undang 

Dasar (1945), h. 2. 
2 Raju Moh Hazmi dkk., “Construction of Justice, Certainty, and Legal Use in the Decision 

of the Supreme Court Number 46 P/HUM/2018.,” Jurnal Cita Hukum 9, no. 1 (2021), h. 163-164.  
3 Ahmad Fadlil Sumadi, “Mahkamah Konstitusi dan Kontrak Outsourcing,” Jurnal 

Konstitusi 9 (2012), h. 2-4.  



2 
 

 
 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, UUD 1945 menempati posisi puncak, sehingga seluruh 

peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan 

UUD 1945.4 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk berdasarkan amanat 

Perubahan Ketiga UUD 1945 dan diresmikan pada tanggal 13 Agustus 2003 

sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman di samping 

Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan 

konstitusional dan satu kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat 

(1) dan (2) UUD 1945, yaitu: pertama, menguji undang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar (judicial review); kedua, memutus sengketa 

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; 

ketiga, memutus pembubaran partai politik; keempat, memutus perselisihan 

tentang hasil pemilihan umum; dan kelima, wajib memberikan putusan atas 

pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah 

melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

Presiden dan/atau Wakil Presiden.5 

Setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bukan 

sekadar hasil dari penafsiran hukum secara teknis-yuridis, tetapi juga 

merupakan manifestasi dari prinsip keadilan konstitusional (constitutional 

justice) yang berdampak langsung dan nyata pada kehidupan masyarakat. 

Keadilan konstitusional mengandung makna bahwa hukum yang berlaku tidak 

hanya harus memenuhi aspek formal-prosedural dalam pembentukannya, 

tetapi juga harus memenuhi substansi keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai 

konstitusi dan hak-hak fundamental warga negara. Putusan-putusan MK 

memiliki sifat final dan mengikat (final and binding), yang berarti tidak ada 

 
4 Hasananuddin Hasan, “HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI SUATU SISTEM,” Madani Legal Review 1, no. 2 

(2017), h. 127–128. 
5 M. Asro, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945,” ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 11, no. 2 (2019), h. 

154. 
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upaya hukum lanjutan dan langsung memiliki kekuatan hukum tetap serta 

berlaku bagi semua pihak (erga omnes).6  

Salah satu hak konstitusional fundamental yang dijamin oleh UUD 1945 

adalah hak atas kesejahteraan dan hak untuk bertempat tinggal yang layak. 

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Setiap orang 

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan”.7 Ketentuan ini menempatkan hak atas perumahan sebagai bagian 

integral dari hak atas kesejahteraan yang merupakan hak ekonomi, sosial, dan 

budaya (economic, social, and cultural rights) yang harus dipenuhi oleh 

negara. Jaminan konstitusional ini sejalan dengan instrumen hukum 

internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yaitu International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) melalui Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2005, yang dalam Pasal 11 ayat (1).8 

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dibentuk berdasarkan 

UU No. 4 Tahun 2016 untuk mengatasi backlog perumahan jutaan unit dan 

rendahnya akses pembiayaan rumah terjangkau di Indonesia. Program ini 

menggunakan mekanisme tabungan wajib dengan iuran 3% dari gaji pekerja 

dan pemberi kerja, yang dikelola BP Tapera untuk pembiayaan perumahan 

peserta.9 Namun, implementasinya menuai kontroversi terkait kewajiban iuran, 

transparansi pengelolaan dana, serta kepastian hukum hak dan kewajiban 

peserta. 

Merespons keberatan masyarakat terhadap Tapera, beberapa pihak yang 

merasa hak konstitusionalnya dirugikan mengajukan judicial review UU No. 4 

 
6 Fatriansyah, “Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi,” Legalitas: Jurnal Hukum 15, 

no. 2 (2024): 339, h. 339. 
7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat 1. 
8 Nia Kurniati, “Pemenuhan Hak Atas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak 

dan Penerapannya Menurut Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

Indonesia,” PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) 1 (2014), h. 79-80.  
9 Ade Arianto Asril dkk., “Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum,” Jurnal Magister Ilmu 

Hukum 7, no. 1 (2022), h. 13. 
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Tahun 2016 ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini merupakan hak 

konstitusional yang dijamin Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 24 

Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011, teregistrasi dengan Nomor Perkara 

96/PUU-XXII/2024. Pengajuan ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan 

hak konstitusional dan pemanfaatan judicial review sebagai kontrol hukum 

terhadap legislasi yang berpotensi melanggar konstitusi. 

Para pemohon berargumen bahwa UU No. 4 Tahun 2016, khususnya 

Pasal 7 ayat (1) tentang kewajiban kepesertaan Tapera, bertentangan dengan 

UUD 1945. Pemohon menilai kewajiban iuran yang memaksa melanggar hak 

kebebasan ekonomi dan hak milik pribadi (Pasal 28H ayat (4) UUD 1945) 

karena pekerja dipaksa menyerahkan sebagian penghasilannya tanpa bisa 

menolak. Iuran ini juga dianggap memberatkan pekerja berpenghasilan rendah 

dan mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan hidup. Pemohon juga 

mempersoalkan ketidakpastian hukum terkait manfaat masa depan serta 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana oleh BP Tapera.10 

Dalam persidangan perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024, Mahkamah 

Konstitusi melakukan pemeriksaan yang komprehensif dengan mendengarkan 

keterangan para pemohon, keterangan Pemerintah dan DPR sebagai pihak 

terkait, serta keterangan dari ahli dan saksi yang dihadirkan oleh para pihak. 

Setelah melalui proses persidangan yang mendalam, Mahkamah Konstitusi 

dalam putusannya yang dibacakan pada tanggal 29 September 2025 

memberikan pertimbangan hukum yang mengabulkan sebagian permohonan 

pemohon.  

MK menilai bahwa meskipun tujuan pembentukan UU Tapera adalah 

untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan hak atas 

perumahan yang merupakan amanat konstitusional, namun cara atau 

mekanisme yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut harus tetap selaras 

dengan prinsip-prinsip konstitusional. Mahkamah berpendapat bahwa konsep 

 
10 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024, h. 22. 
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"tabungan" dalam pengertian yang umum dan wajar dipahami sebagai 

simpanan sukarela yang dilakukan oleh seseorang atas kehendak bebasnya 

sendiri untuk kepentingan masa depan, bukan merupakan kewajiban yang 

dipaksakan oleh negara. Ketika tabungan dijadikan kewajiban dengan sanksi 

hukum bagi yang tidak melaksanakannya, maka substansinya telah berubah 

menjadi bentuk pungutan negara yang seharusnya tunduk pada prinsip-prinsip 

pungutan dalam UUD 1945.11  

Berdasarkan pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi 

memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan 

Perumahan Umum bersifat tidak konstitusional secara bersyarat artinya 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 kecuali mekanisme yang 

mengatur keanggotaan, kontribusi, dan pengelolaan diubah agar sesuai dengan 

prinsip-prinsip konstitusional. Mahkamah memberikan waktu maksimal dua 

tahun kepada pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) sejak 

pengumuman putusan untuk merevisi undang-undang tersebut. Selama periode 

transisi ini, persyaratan keikutsertaan dan kontribusi wajib tidak dapat 

diberlakukan, sehingga pendaftaran Tapera menjadi sukarela hingga undang-

undang yang direvisi berlaku.12 Pultulsaln Malhkalmalh bersifalt finall daln 

mengikalt, talnpal aldal jallaln hulkulm lalin yalng tersedial, daln berlalkul efektif segeral 

setelalh diulmulmkaln secalral resmi dallalm sidalng pleno. Pultulsaln ini 

mencerminkaln keseimbalngaln alntalral pengekalngaln yuldisiall daln palndulaln yalng 

jelals: allih-allih membaltallkaln ulndalng-ulndalng secalral keselulrulhaln, Malhkalmalh 

mempertalhalnkaln tuljulaln kesejalhteralaln perulmalhaln ulndalng-ulndalng tersebult 

salmbil menulntult kepaltulhaln konstitulsionall dallalm jalngkal walktul yalng 

ditentulkaln. 

Pultulsaln MK Nomor 96/PULUL-XXII/2024 ini menulali realksi yalng beralgalm 

di berbalgali malsyalralkalt. Serikalt bulrulh daln orgalnisalsi pekerjal, yalng menjaldi 

pihalk penggulgalt dallalm kalsuls ini, menyalmbult kepultulsaln tersebult sebalgali 

 
11 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024, h. 145-165. 
12 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024, h. 281-312. 
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kemenalngaln balgi perlindulngaln halk konstitulsionall daln mencerminkaln 

keberpihalkaln MK dallalm memperjulalngkaln halk-halk walrgal bialsal yalng terbebalni 

oleh pulngultaln waljib. Di sisi lalin, pemerintalh daln pengelolal progralm 

perulmalhaln mengkhalwaltirkaln balhwal kepultulsaln tersebult dalpalt menggalnggul 

rencalnal penyedialaln perulmalhaln terjalngkalul balgi malsyalralkalt. Kallalngaln 

alkaldemisi memberikaln alnallisis yalng beralgalm, dengaln sebalgialn mendulkulng 

alrgulmen MK sementalral yalng lalin memberikaln kritik konstrulktif terhaldalp 

pertimbalngaln hulkulmnyal. Respons yalng beralgalm ini menyoroti ketegalngaln 

dallalm menyeimbalngkaln tuljulaln kesejalhteralaln sosiall dengaln perlindulngaln 

konstitulsionall daln halk individul. 

Pultulsaln Malhkalmalh Konstitulsi Nomor 96/PULUL-XXII/2024 tentalng 

Talperal memiliki signifikalnsi yalng salngalt penting dallalm perkembalngaln sistem 

hulkulm nalsionall Indonesial, khulsulsnyal dallalm konteks hulbulngaln alntalral 

kewenalngaln negalral dallalm membulalt kebijalkaln pulblik daln perlindulngaln 

terhaldalp halk-halk konstitulsionall walrgal negalral. Pultulsaln ini menjaldi ruljulkaln 

penting dallalm memalhalmi baltals-baltals (limitaltion) kewenalngaln negalral dallalm 

melalkulkaln intervensi ekonomi terhaldalp walrgal negalral, terultalmal dallalm bentulk 

pulngultaln altalul kewaljibaln finalnsiall yalng bersifalt memalksal. Melalluli pultulsaln ini, 

Malhkalmalh Konstitulsi menegalskaln balhwal meskipuln negalral memiliki 

kewaljibaln konstitulsionall ulntulk mewuljuldkaln kesejalhteralaln ralkyalt termalsulk 

dallalm penyedialaln perulmalhaln, nalmuln calral altalul instrulmen yalng digulnalkaln 

ulntulk mencalpali tuljulaln tersebult tidalk boleh melalnggalr prinsip-prinsip 

konstitulsionall lalinnyal seperti kebebalsaln ekonomi, halk milik pribaldi, daln 

prinsip kesulkalrelalaln dallalm palrtisipalsi progralm sosiall. Pultulsaln ini julgal 

merefleksikaln perkembalngaln doktrin juldiciall review di Indonesial yalng tidalk 

halnyal bersifalt palsif, tetalpi julgal alktif dallalm memberikaln alralhaln kebijalkaln 

(policy direction) kepaldal pembentulk ulndalng-ulndalng. 

Mengingalt kompleksitals permalsallalhaln yalng terkalndulng dallalm Pultulsaln 

MK Nomor 96/PULUL-XXII/2024, diperlulkaln kaljialn alkaldemik yalng mendallalm 

ulntulk menelalalh lebih lalnjult dalsalr pertimbalngaln hulkulm yalng digulnalkaln oleh 
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Malhkalmalh Konstitulsi, terultalmal dallalm menyeimbalngkaln alntalral kepentingaln 

kesejalhteralaln pulblik dengaln perlindulngaln halk-halk individulall. Kaljialn 

alkaldemik perlul menilali alpalkalh pultulsaln tersebult suldalh mencerminkaln nilali 

kealdilaln sulbstalntif altalul malsih terbaltals paldal kealdilaln formall-prosedulrall, sertal 

balgalimalnal pultulsaln ini dalpalt diimplementalsikaln secalral efektif talnpal 

menimbullkaln kekosongaln hulkulm altalul ketidalkpalstialn balgi malsyalralkalt. 

ALnallisis yalng komprehensif julgal diperlulkaln ulntulk memalhalmi balgalimalnal 

pultulsaln ini mempengalrulhi kebijalkaln perulmalhaln di malsal depaln daln alpalkalh 

penaltalaln ullalng yalng diperintalhkaln MK dalpalt menghalsilkaln mekalnisme yalng 

lebih aldil, tralnspalraln, daln efektif dallalm memenulhi halk konstitulsionall walrgal 

negalral altals perulmalhaln yalng lalyalk. 

Dengaln demikialn, penting ulntulk melalkulkaln alnallisis yalng mendallalm 

terhaldalp “Pertimbalngaln Maljelis Halkim Malhkalmalh Konstitulsi dallalm 

memultulskaln duldulk perkalral nomor 96/PULUL-XXII/2024 yalng menyaltalkaln 

ULndalng ULndalng Talperal sebalgali ULndalng ULndalng inkonstitulsionall bersyalralt.” 

Peneliti meyalkini balhwal persoallaln ini memiliki keulnikaln daln kompleksitals 

sehinggal memerlulkaln pemalhalmaln yalng mendallalm ulntulk mengulngkalp alsas-

alsas hulkulm yalng terlibalt. Oleh kalrenal itul, penelitialn daln alnallisis lebih lalnjult 

terhaldalp pultulsaln Malhkalmalh Konstitulsi tentalng Talbulngaln Perulmalhaln Ralkyalt 

dialnggalp sebalgali sulaltul talntalngaln menalrik yalng dalpalt memberikaln kontribulsi 

signifikaln terhaldalp pemalhalmaln hulkulm daln perkembalngaln sistem hulkulm di 

Indonesial. 

Sallalh saltul calbalng hulkulm Islalm yalng mendallalmi alspek peraldilaln aldallalh 

Fiqih Siyalsalh Qaldhaliyyalh Dallalm bidalng stuldi ini, menekalnkaln peraln halkim 

altalul pemegalng otoritals yuldikaltif ulntulk menegalkkaln kealdilaln sulbstalntif yalng 

berorientalsi paldal kemalslalhaltaln pulblik. Dengaln demikialn, perulbalhaln sikalp 

MK yalng beruljulng paldal pemultulsaln ULndalng ULndalng Talperal sebalgali ULndalng 

ULndalng  inkonstitulsionall bersyalralt dalpalt dilihalt sebalgali bentulk ijtihald politik 

hulkulm yalng halruls diulji berdalsalrkaln prinsip kealdilaln, kejuljulraln, daln 

kemalnfalaltaln. Penekalnaln terhaldalp nilali-nilali malqāṣid all-shalrī‘alh dallalm 
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menilali kebijalkaln hulkulm pulblik menjaldi instrulmen penting dallalm 

mengevallulalsi alpalkalh pultulsaln tersebult sejallaln dengaln misi kealdilaln dallalm 

hulkulm Islalm. Dallalm ALl-Qulr’aln, ALllalh berfirmaln paldal sulralt ALl-Malidalh alyalt 8: 

أَلَّا عَلَى ا قَ وْم ا شَنَآناُ يََْرمَِنَّكُماْ وَلَا اۖبِِلْقِسْطاِ شُهَدَاءاَ لِلَّاِ قَ وَّامِياَ كُونوُا آمَنُوا الَّذِيناَ أيَ ُّهَاا ياَ  
تَ عْمَلُوناَ بِاَ خَبِيرا الِلَّاَ إِنَّا اۚالِلَّاَ وَات َّقُوا اۖللِت َّقْوَى ا أقَْ رَباُ هُواَ اعْدِلُوا اۚتَ عْدِلُوا  

“Walhali oralng-oralng yalng berimaln, jaldilalh kalmul penegalk (kebenalraln) 

kalrenal ALllalh (daln) salksi-salksi (yalng bertindalk) dengaln aldil. Jalngalnlalh 

kebencialnmul terhaldalp sulaltul kalulm mendorong kalmul ulntulk berlalkul tidalk aldil. 

Berlalkullalh aldil kalrenal (aldil) itul lebih dekalt kepaldal talkwal. Bertalkwallalh kepaldal 

ALllalh. Sesulnggulhnyal ALllalh Malhalteliti terhaldalp alpal yalng kalmul kerjalkaln.”13 

Dengaln demikialn, ALyalt tersebult memberikaln lalndalsaln normaltif yalng 

kulalt balhwal penegalkaln kealdilaln merulpalkaln kewaljibaln fulndalmentall yalng tidalk 

boleh terpengaruh oleh kepentingaln altalul tekalnaln eksternall. Dallalm konteks 

Siyalsalh Qaldhaliyyalh, prinsip ini menegalskaln balhwal lembalgal peraldilaln, 

termalsulk Malhkalmalh Konstitulsi, memiliki talnggulng jalwalb morall daln hulkulm 

ulntulk menjalgal kealdilaln sulbstalntif, bulkaln sekaldalr kealdilaln prosedulrall. 

Kemuldialn penelitialn ini berulpalyal ulntulk mengalnallisis Pultulsaln Malhkalmalh 

Konstitulsi Nomor 96/PULUL-XXII/2024 melalluli lensal Siyalsalh Qaldhaliyyalh 

dengaln fokuls paldal pertimbalngaln halkim dallalm menjaltulhkaln pultulsaln 

inkonstitulsionall bersyalralt. ALnallisis ini alkaln mengeksploralsi sejalulh malnal 

pertimbalngaln halkim MK mencerminkaln prinsip-prinsip kealdilaln, 

kemalslalhaltaln, daln malqāṣid all-shalrī'alh dallalm konteks hulkulm taltal negalral 

Indonesial. 

Oleh kalrenal itul, skripsi ini disulsuln dengaln juldull: Implementasi Asas 

Kepastian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 96/PUU-

XXII/2024 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat, ulntulk mengkalji secalral kritis 

 
13 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi 

Penyempurnaan 2019, Juz 1–10, Penyempurnaan 2019 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 

2019), h. 146.  
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balgalimalnal pertimbalngaln halkim Malhkalmalh Konstitulsi ditinjalul dalri perspektif 

hulkulm positif daln pemikiraln hulkulm Islalm kontemporer. 

B. Rumusan Masalah 

Berdalsalrkaln laltalr belalkalng penelitialn yalng telalh diulralikaln dialtals, malkal 

ulntulk mempermuldalh penullis menulliskaln penelitialn, dibulaltlalh beberalpal pokok rulmulsaln 

malsallalh berulpal poin pertalnyalaln sebalgali berikult : 

1. Balgalimalnal Asas asas hukum Yang Terdapat Dalam Putusan Malhkalmalh 

Konstitulsi Paldal Perkalral Nomor 96/PUU-XXII/2024 Tentalng Talbulngaln 

Perulmalhaln Ralkyalt 

2. Balgalimalnal implikalsi pultulsaln Malhkalmalh Konstitulsi Nomor 96/PUU-

XXIII/2024 Tentalng Talbulngaln Perulmalhaln Ralkyalt 

3. Balgalimalnal Tinjalulaln Siyalsalh Qaldhaliyyalh Terhaldalp Asas Hulkulm Dan 

implikasi Malhkalmalh Konstitulsi Paldal Perkalral Nomor 96/PUU XXII/2024? 

C. Tujuan Penelitian 

Sebalgalimalnal ulralialn dialtals, penullis dalpalt mengalmbil rulmulsaln malsallalh 

dallalm pembalhalsaln proposall ini sebalgali berikult :  

1. Menganalisi Asas Hukum Yang Terdapat Dalam Putusan Maljelis Halkim 

Malhkalmalh Konstitulsi Paldal Perkalral Nomor 96/PULUL-XXII/2024 Tentalng 

Talbulngaln Perulmalhaln Ralkyalt. 

2. Mengalnalisis Dalmpalk Pultulsaln Maljelis Halkim Malhkalmalh Konstitulsi Paldal 

Perkalral Nomor 96/PULUL-XXI/2024 Tentalng Talbulngaln Perulmalhaln Ralkyalt. 

3. Menganalisis Tinjalulaln Siyalsalh Qaldhaliyyalh Terhaldalp Asas Hulkulm Dan 

Implikasi Maljelis Halkim Malhkalmalh Konstitulsi Paldal Perkalral Nomor 

96/PULUL XXII/2024. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengaln aldalnyal penelitialn ini, penullis memiliki halralpaln besalr terciptalnyal 

malnfalalt yalng dialntalralnyal aldallalh :  
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1. Manfaat Teoritis  

Secalral teoritis halsil penelitialn ini dihalralpkaln dalpalt bermalnfalalt yalitul : 

a. Dalpalt menjaldi talmbalhaln referensi balgi setialp elemen alkaldemis 

malulpuln pembalcal terhaldalp Pultulsaln Malhkalmalh Konstitulsi Nomor 

96/PULUL XXII/2024 Berkalitaln Dengaln Talbulngaln Perulmalhaln Ralkyalt. 

b. Dalpalt memberikaln pemalhalmaln kepaldal malsyalralkalt mengenali 

pengembalngaln konsep ketaltalnegalralaln khulsulsnyal terkalit dengaln legall 

stalnding pemohon di Malhkalmalh Konstitulsi. 

c. Dalpalt menjaldi motivalsi balgi palral peneliti lalinnyal ulntulk meneliti 

malsallalh ini daln mengembalngalkalnnyal. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitialn ini julgal memiliki malnfalalt yalng dalpalt diteralpkaln secalral 

lalngsulng oleh berbalgali pihalk, alntalral lalin : 

a. Penelitialn ini dalpalt dimalnfalaltkaln oleh lembalgal Legislaltif sebalgali 

balhaln evallulalsi dallalm menyulsuln altalul merulmulskaln kebijalkaln 

kesejalhteralaln sosiall, khulsulsnyal terkalit progralm Talbulngaln Perulmalhaln 

Ralkyalt daln mekalnisme pulngultaln waljib lalinnyal, algalr lebih selalrals 

dengaln prinsip kealdilaln konstitulsionall daln perlindulngaln halk-halk walrgal 

negalral. 

b. Dengaln mengidentifikalsi persoallaln dallalm peneralpaln ULUL Talperal, halsil 

penelitialn ini dalpalt membalntul pemerintalh, khulsulsnyal lembalgal 

Legislaltif daln Baldaln Pengelolal Talperal, ulntulk merulmulskaln lalngkalh-

lalngkalh revisi ulndalng-ulndalng yalng lebih aldil, tralnspalraln, daln efektif 

dallalm memenulhi kebultulhaln perulmalhaln ralkyalt talnpal melalnggalr halk 

konstitulsionall walrgal negalral. 

c. Memberikaln sulmbalngsih berulpal kalryal ilmialh yalng dalpalt bermalnfalalt 

balgi pengembalngaln walcalnal alkaldemik di bidalng Hulkulm Taltal Negalral, 

khulsulsnyal dallalm diskulrsuls reformalsi sistem jalminaln sosiall daln 

perlindulngaln halk konstitulsionall di Indonesial. 
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d. Sebalgali sallalh saltul syalralt ulntulk menyelesalikaln stuldi penullis di Falkulltals 

Syalrialh daln Hulkulm ULniversitals Islalm Negeri Sulnaln Gulnulng Djalti 

Balndulng. 

E. Kerangka Pemikiran  

Teori Siyasah Qadha’iyyah 

Penelitian ini berangkat dari Siyasah Qadhaiyyah. Kata "siyasah" dan 

"al-qadha'iyyah" merupakan dua istilah dalam khazanah hukum Islam yang 

bila disatukan membentuk konsep "siyasah al-qadha'iyyah." Secara substantif, 

konsep ini dapat dipahami sebagai sebuah pendekatan atau kebijakan yang 

berlandaskan ajaran Islam dalam rangka mengatur dan menata kehidupan 

bermasyarakat menuju kondisi yang lebih baik, yang pelaksanaannya 

diwujudkan melalui lembaga peradilan dan lembaga kehakiman. 

Kemudian mengenai kata siyasah secara Bahasa berasal dari kata sasa 

yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.14 Siyasah juga berarti 

pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. Dalam kamus Al-

Munjid, kata siyasah diartikan sebagai pengambilan keputusan, pemerintahan, 

pembuat kebijakan, pengawasan, pengurusan, atau perekayasaan. Jadi siyasah 

menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, 

memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik.15 

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah 

sebagai "pengaturan perundangan yang dibuat untuk memelihara ketertiban 

dan kemaslahatan serta mengatur keadaan." Sementara itu, Louis Ma'luf 

membatasi pengertian siyasah sebagai "menciptakan kemaslahatan manusia 

dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan." Ibn Manzur pun 

 
14 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, cetakan ke 2 

(Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 3. 
15 Cholida Hanum, “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah,” 

Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 4, no. 2 (2019), h. 124. 
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menyatakan siyasah sebagai "mengatur atau memimpin sesuatu yang 

mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.16 

Kemudian mengenai kata al-qadha’iyyah, secara bahasa diambil dari 

kata qadha, yang kemudian membentuk istilah qadhi artinya hakim. Disebut 

sebagai hakim karena mengharuskan orang dan untuk dapat memaksakan 

orang untuk mematuhi hukum. Istilah al-qadha’iyyah yang merupakan bentuk 

turunan dari kata qadha biasanya dimaknai sebagai yudikatif. Hal ini sama 

seperti pemaknaan kekuasaan yudikatif yang disebut al-salthah al-qadha’iyyah 

sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Iqbal.17 

Dalam ajaran Islam, penegakan hukum dilaksanakan oleh qadhi yang 

bertugas menyelenggarakan peradilan serta memastikan ketaatan terhadap 

syariat Allah SWT. Istilah "al-qadha'iyyah" dapat diartikan sebagai putusan 

atau kekuasaan yudikatif. Gagasan ini sesuai dengan pemikiran Muhammad 

Iqbal mengenai kekuasaan kehakiman, yang disebutnya "al-salthah al-

qadha’iyyah."Konsep ini juga terintegrasi dalam terminologi "siyasah 

qadha'iyyah", yang merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam Islam untuk 

melaksanakan fungsi peradilan.18 

Dallalm makna sderhana, istilalh "siyalsalh" daln "all-Qaldhal'iyyalh" bisa 

didefinisikan sebagai suatu politik atau cara-cara yang diatur di dalam Islam 

dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui proses 

kelembagaan kehakiman atau badan peradilan. Istilalh ini dalpalt 

diinterpretalsikaln sebalgali sulaltul tindalkaln yalng telalh dialtulr dallalm aljalraln Islalm 

ulntulk menjallalnkaln fulngsi peraldilaln. Siyalsalh Qaldhal'iyyalh secalral spesifik 

membalhals mengenali peraldilaln altals pelalnggalraln peraltulraln hulkulm daln 

 
16 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, cetakan ke 2 

(Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 4. 
17 Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. h. 188. 
18 Nova Suci Lianti dkk., “Fiqh Siyasah Qodha’iyyah Review of Judges’ in PTUN Decision 

Number 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT Regarding the Determination of the United Indonesia Justice 

Party as an Election Participant,” KnE Social Sciences, advance online publication, 11 Januari 2024, 

h. 627. 
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perulndalng-ulndalngaln yalng telalh dibulalt altalulpuln ditetalpkaln oleh lembalgal 

legislaltif (talsyri'iyyalh).19 

Peneralpaln prinsip-prinsip Siyalsalh Qaldhal'iyyalh dallalm konteks 

Malhkalmalh Konstitulsi Indonesial menjaldi relevaln kalrenal MK menjallalnkaln 

fulngsi sebalgali gulalrdialn of the constitultion yalng bertulgals menjalgal sulpremalsi 

konstitulsi daln melindulngi halk-halk konstitulsionall walrgal negalral. Dallalm hall ini, 

pultulsaln MK Nomor 96/PULUL-XXII/2024 tentalng Talperal dalpalt dialnallisis 

menggulnalkaln keralngkal Siyalsalh Qaldhal'iyyalh ulntulk menilali alpalkalh 

pertimbalngaln halkim telalh memenulhi prinsip-prinsip kealdilaln Islalm, 

kemalslalhaltaln pulblik, daln perlindulngaln terhaldalp halk-halk dalsalr malnulsial yalng 

sejallaln dengaln malqāṣid all-shalrī'alh. ALnallisis ini alkaln mengeksploralsi sejalulh 

malnal pultulsaln tersebult mencerminkaln keseimbalngaln alntalral kepentingaln 

negalral dallalm menyedialkaln perulmalhaln ralkyalt dengaln perlindulngaln terhaldalp 

halk konstitulsionall walrgal negalral ulntulk tidalk dibebalni kewaljibaln yalng 

berpotensi memberaltkaln altalul tidalk proporsionall. 

Lebih lanjut, dalam kerangka Siyasah Qadhaiyyah, terdapat sejumlah 

prinsip fundamental yang menjadi standar penilaian terhadap legitimasi dan 

kualitas suatu putusan peradilan. Prinsip pertama adalah istiqlal al-qadha 

(independensi peradilan), yang menegaskan bahwa seorang hakim dalam 

menjalankan tugasnya harus bebas dari segala bentuk tekanan, intervensi, dan 

pengaruh dari pihak manapun, baik eksekutif, legislatif, maupun kekuatan 

sosial dan politik di luar pengadilan.  

Prinsip ini selaras dengan amanat Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 

1945 yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam 

konteks Putusan MK Nomor 96/PUU-XXII/2024, prinsip istiqlal al-qadha ini 

termanifestasi secara nyata tatkala Mahkamah berani mengambil sikap berbeda 

dari kebijakan pemerintah yang telah diundangkan secara sah, semata-mata 

 
19 Ulfa Yurannisa, “Aalisis Siyasah Al-Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018” (Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darusalam Banda Aceh, 2021), h. 24-25. 
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karena kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan konstitusi dan 

membebani hak-hak dasar warga negara secara tidak proporsional. Keberanian 

yudisial ini merupakan perwujudan nyata dari independensi kekuasaan 

kehakiman yang menjadi roh Siyasah Qadhaiyyah. 

Prinsip kedua yang menjadi pilar Siyasah Qadhaiyyah adalah al-'adalah 

(keadilan substantif), yang menghendaki agar setiap putusan hakim tidak 

sekadar memenuhi syarat formal prosedural, tetapi harus mencerminkan 

keadilan yang sesungguhnya bagi seluruh pihak yang terdampak, terutama 

kelompok-kelompok yang lemah dan rentan. Keadilan dalam perspektif Islam 

bukan sekadar keseimbangan formal antara para pihak yang berperkara, 

melainkan keadilan yang berakar pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan 

yang universal.20 Allah SWT memerintahkan dalam Surah An-Nisa ayat 58 

agar amanat disampaikan kepada yang berhak dan apabila memutus perkara di 

antara manusia agar memutus dengan adil.  

Dalam konteks Tabungan Perumahan Rakyat, prinsip al-'adalah ini 

menuntut penilaian terhadap apakah mekanisme iuran wajib Tapera telah 

memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh peserta, termasuk pekerja 

informal, buruh harian lepas, dan masyarakat berpenghasilan rendah yang 

justru menjadi sasaran program tersebut namun menanggung beban yang 

paling berat. Keadilan substantif dalam Siyasah Qadhaiyyah dengan demikian 

menjadi lensa yang sangat relevan untuk mengevaluasi apakah Putusan MK 

Nomor 96/PUU-XXII/2024 telah benar-benar berpihak kepada mereka yang 

paling membutuhkan perlindungan konstitusional. 

Prinsip ketiga yang relevan adalah al-maslahah al-'ammah (kemaslahatan 

umum), yang menegaskan bahwa setiap kebijakan dan putusan hukum dalam 

Islam harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh 

masyarakat dan mencegah kemudharatan. Prinsip ini berkaitan erat dengan 

 
20 Ismail Rumadan, “PERAN LEMBAGA PERADILAN SEBAGAI INSTITUSI 

PENEGAK HUKUM DALAM MENEGAKKAN KEADILAN BAGI TERWUJUDNYA 

PERDAMAIAN,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6, no. 1 (2017), h. 

72. 
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kaidah fiqih yang telah dikenal luas dalam tradisi hukum Islam, yaitu dar'ul 

mafasidi muqaddamun 'ala jalbil mashalih, yang berarti menolak dan 

mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. 

Kaidah ini sangat relevan dalam membaca Putusan MK Nomor 96/PUU-

XXII/2024, di mana Mahkamah mendahulukan pencegahan mafsadah berupa 

beban iuran yang tidak proporsional dan tumpang tindih dengan skema jaminan 

sosial yang sudah ada, di atas mempertahankan maslahat berupa 

keberlangsungan program pembiayaan perumahan yang tujuannya mulia 

namun mekanismenya cacat secara konstitusional.  

Dalam perspektif al-maslahah al-'ammah, pilihan Mahkamah untuk 

menjatuhkan putusan inkonstitusional bersyarat dengan masa transisi dua 

tahun juga mencerminkan kehati-hatian agar tidak terjadi kekosongan hukum 

yang justru akan merugikan masyarakat yang hendak dilindungi, sehingga nilai 

maslahah tetap terjaga meskipun norma yang bermasalah dinyatakan tidak 

konstitusional. 

Berdasarkan uraian di atas, kerangka Siyasah Qadhaiyyah yang terdiri 

dari prinsip istiqlal al-qadha, al-'adalah, dan al-maslahah al-'ammah tersebut 

secara keseluruhan memberikan landasan analisis yang kuat dan komprehensif 

untuk menilai putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif hukum Islam. 

Ketiga prinsip ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan dan 

saling menopang satu sama lain, membentuk satu sistem peradilan yang utuh, 

adil, dan berpihak kepada kemaslahatan umat.  

Dalam penelitian ini, kerangka Siyasah Qadhaiyyah tersebut akan 

digunakan sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi sejauh mana Putusan MK 

Nomor 96/PUU-XXII/2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat telah 

mencerminkan prinsip-prinsip peradilan Islam yang ideal, sehingga dapat 

disimpulkan apakah putusan tersebut telah memenuhi standar keadilan, 

kemaslahatan, dan independensi yang dikehendaki oleh tradisi Siyasah 

Qadhaiyyah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi akademik yang bermakna dalam memperkaya khazanah kajian 
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hukum Islam kontemporer, khususnya dalam kaitannya dengan sistem 

peradilan konstitusional di Indonesia. 

F. Penelitian Terdahulu 

Sejalulh yalng diketalhuli oleh penyulsuln, salalt ini suldalh terdalpalt balnyalk 

penelitialn, tullisaln, daln kalryal ilmialh yalng membalhals mengenali Progralm 

Talbulngaln Perulmalhaln Ralkyalt (Talperal). ULntulk memberikaln pemalhalmaln yalng 

lebih mendallalm ulntulk penelitialn ini, perlul dilalkulkaln tinjalulaln terhaldalp 

penelitialn-penelitialn yalng telalh aldal daln terkalit dengaln objek balhalsaln, di 

alntalralnyal: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syalhidnal Nalhdi dan Alhmad Nur Hidayat 

pada tahun 2024 yang berjudul "Analisis Biaya dan Manfaat Penerapan 

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Indonesia" memiliki 

kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal objek kajian. Kedua 

penelitian sama-sama membahas Program Tabungan Perumahan Rakyat 

(Tapera) sebagai fokus utama dan mengidentifikasi berbagai permasalahan 

dalam implementasi program tersebut.21  

Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan yang 

digunakan. Penelitian Nalhdi dan Hidayat lebih menitikberatkan pada 

analisis ekonomi dengan menggunakan metode Cost-Benefit Analysis 

(CBA) dan perhitungan Net Present Value (NPV) untuk mengukur 

kelayakan ekonomi program Tapera. Pendekatan ini memungkinkan 

mereka untuk mengevaluasi aspek finansial dan efisiensi ekonomi dari 

program tersebut secara kuantitatif. 

Sementara itu, penelitian penulis mengambil sudut pandang yang berbeda 

dengan fokus pada analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang menyatakan Undang-Undang Tapera 

sebagai inkonstitusional bersyarat. Pendekatan yuridis ini lebih 

 
21 Syahidna Nahdi dan Achmad Nur Hidayat, “Analisis Biaya dan Manfaat Penerapan 

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Indonesia,” IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis 5, no. 

2 (2024), hlm. 74–86. 
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menekankan pada aspek hukum dan konstitusionalitas program, sehingga 

kedua penelitian saling melengkapi dalam memberikan perspektif yang 

komprehensif mengenai Program Tapera, baik dari sisi ekonomi maupun 

hukum. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Viona Margaretha pada tahun 2024 dengan 

judul "Mengurai Dampak Kebijakan Tapera Terhadap Masyarakat 

Indonesia: Sebuah Kajian Hukum dan Sosial" memiliki kesamaan dengan 

penelitian penulis dalam hal objek kajian utama. Kedua penelitian sama-

sama membahas kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan 

dampaknya terhadap masyarakat Indonesia.22  

Namun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam fokus dan perspektif 

analisis yang digunakan. Penelitian Margaretha lebih menitikberatkan pada 

analisis dampak sosial dan hukum kebijakan Tapera secara umum dengan 

menggunakan perspektif sosiologi hukum, teori pembangunan, dan teori 

kemanfaatan hukum.  

Di sisi lain, penulis mengambil fokus yang lebih spesifik dengan 

menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 

yang menyatakan Undang-Undang Tapera sebagai inkonstitusional 

bersyarat. Yang membedakan secara mendasar adalah penelitian penulis 

menggunakan perspektif Siyasah Qadhaiyyah untuk mengevaluasi 

pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang hukum 

Islam.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arla Dana Aulinuha pada tahun 2022 

dengan judul "Analisis Kebijakan Pemotongan Upah untuk Tabungan 

Perumahan Rakyat (Tapera) terhadap Perlindungan Hak Pekerja Swasta" 

memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal objek kajian, yaitu 

sama-sama meneliti isu Tapera sebagai objek hukum yang berdampak pada 

masyarakat, khususnya pekerja. Keduanya juga membahas perlindungan 

 
22 Viona Margaretha, “Mengurai Dampak Kebijakan Tapera Terhadap Masyarakat 

Indonesia: Sebuah Kajian Hukum dan Sosial,” Milthree Law Journal 1, no. 1 (2024), h. 93–118. 
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hak warga negara dan prinsip keadilan hukum dalam penerapan kebijakan 

Tapera.23 

Meskipun demikian, terdapat perbedaan fokus yang cukup mendasar antara 

kedua penelitian tersebut. Penelitian Arla berfokus pada kebijakan 

pemotongan upah pekerja swasta akibat kebijakan Tapera berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Pendekatan yang digunakan 

Arla lebih menekankan pada aspek kebijakan administratif dan dampaknya 

terhadap hak-hak pekerja swasta, terutama terkait mekanisme pemotongan 

upah yang diatur dalam peraturan pelaksana tersebut. 

Sementara itu, penelitian penulis menitikberatkan analisis pada Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024, bukan pada kebijakan 

administratifnya. Fokus penelitian penulis adalah mengkaji pertimbangan 

hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus konstitusionalitas Undang-

Undang Tapera dan implikasi yuridis dari putusan yang menyatakan 

undang-undang tersebut sebagai inkonstitusional bersyarat.  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Arianto Asri, Anis Rifai, dan Arina 

Noviza Shebubakar pada tahun 2022 dengan judul "Penyelenggaraan 

Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 

Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum" memiliki kesamaan dengan 

penelitian penulis dalam hal objek kajian utama.24 Kedua penelitian sama-

sama meneliti Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berdasarkan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2016, serta menyoroti aspek perlindungan hukum 

dan keadilan bagi masyarakat. 

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan dan 

fokus analisis yang digunakan. Penelitian Ade, Anis, dan Arina fokus pada 

pelaksanaan dan perlindungan hukum Tapera dari perspektif hukum positif 

tanpa mengaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau analisis 

 
23 Arla Dana Aulinuha, “Analisis Kebijakan Pemotongan Upah untuk Tabungan 

Perumahan Rakyat (Tapera) terhadap Perlindungan Hak Pekerja Swasta” (Skripsi, Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2025). 
24 Ade Arianto Asril dkk., “Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum,” Jurnal Magister Ilmu 

Hukum 7, no. 1 (2022). 
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siyasah qadhaiyyah. Pendekatan mereka lebih menekankan pada kajian 

normatif mengenai bagaimana ketentuan dalam undang-undang tersebut 

memberikan perlindungan hukum kepada peserta program dan bagaimana 

mekanisme penyelenggaraan Tapera seharusnya dilaksanakan.  

Sebaliknya, penelitian penulis mengambil sudut pandang yang berbeda 

dengan berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-

XXII/2024 dengan menggunakan pendekatan Siyasah Qadhaiyyah, yaitu 

fiqih siyasah bidang peradilan. Pendekatan ini digunakan untuk menilai 

keadilan substantif dan kemaslahatan hukum dari putusan tersebut, bukan 

sekadar efektivitas hukum positif. Dengan demikian, penelitian penulis 

memberikan dimensi analisis yang lebih dalam dengan memadukan 

perspektif hukum Islam dalam mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah 

Konstitusi.  

5. Penelitian yang dilakukan oleh Arma Agusti pada tahun 2024 dengan judul 

"Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan 

Constitutional Complaint" memiliki kesamaan dengan penelitian penulis 

dalam beberapa aspek metodologis dan pendekatan analisis.25 Kedua 

penelitian sama-sama menggunakan perspektif Siyasah Qadhaiyyah sebagai 

kerangka analisis untuk mengkaji putusan atau kewenangan lembaga 

peradilan dalam konteks perlindungan hak konstitusional warga negara.  

Meskipun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam fokus dan objek 

kajian kedua penelitian tersebut. Penelitian Arma Agusti berfokus pada 

urgensi penerapan kewenangan constitutional complaint di Mahkamah 

Konstitusi sebagai mekanisme perlindungan hak konstitusional yang belum 

terakomodir dalam sistem hukum Indonesia. Arma menganalisis kepastian 

hukum dari perspektif siyasah qadhaiyyah dan membandingkannya dengan 

praktik di negara lain seperti Korea Selatan dan Jerman.  

 
25 Arma Agusti, “Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum 

Kewenangan Constitutional Complaint,” JLEB: Journal of Law Education and Business 2, no. 1 

(2024). 
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Sementara itu, penelitian penulis mengambil pendekatan yang berbeda 

dengan menganalisis putusan konkret Mahkamah Konstitusi Nomor 

96/PUU-XXII/2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang sudah ada. 

Fokus penelitian penulis adalah pada pertimbangan hakim dalam 

menyatakan Undang-Undang Tapera sebagai inkonstitusional bersyarat dan 

implikasinya terhadap hak kesejahteraan warga negara. 

Dari Kelima penelitian tersebut memiliki kesamaan mendasar dengan 

penelitian penulis, yakni sama-sama menjadikan Program Tabungan 

Perumahan Rakyat (Tapera) sebagai objek kajian utama. Seluruh penelitian 

tersebut juga sama-sama menyoroti aspek perlindungan hak warga negara dan 

prinsip keadilan hukum dalam penerapan kebijakan Tapera, baik dari sisi 

ekonomi, sosial, maupun hukum. 

Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara 

kelima penelitian tersebut dengan penelitian penulis, terutama dalam hal 

pendekatan dan fokus analisis yang digunakan. Yangmana penelitian penulis 

mengambil fokus yang lebih spesifik dan mendalam, yaitu menganalisis 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang menyatakan 

Undang-Undang Tapera sebagai inkonstitusional bersyarat dengan 

menggunakan perspektif Siyasah Qadhaiyyah, sehingga menghadirkan 

dimensi analisis hukum Islam yang belum dijangkau oleh penelitian-penelitian 

sebelumnya. 


